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ABSTRAK

Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada wilayah kota Surakarta dan sekitarnya menjadi provinsi
Soloraya/ Daerah Istimewa Surakarta muncul pada tahun 2019 dan mencuat kembali pada tahun 2022. Dalam
mewujudkan Pemerataan pembangunan dan pelayanan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah
satu solusi dikarenakan pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pemekaran sebagai wujud desentralisasi berupa pelimpahan wewenang pemerintah pusat
kepada pemerintah dinilai berdampak positif secara sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di sebagian
besar wilayah baik wilayah induk maupun pemekaran berupa tingkat kemiskinan yang menurut, pengeluaran per
kapita bertumbuh dan peningkatan IPM meningkat lebih tinggi dibandingkan semua daerah secara nasional

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kuantitatif sesuai dengan
persyaratan yang termuat dalam PP No.78 Tahun 2007 yaitu syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik.
Analisis Kapasitas (syarat teknis) menjadi dasar penentu kemampuan pemekaran suatu wilayah yang memuat 11
faktor dan 32 indikator yang dinilai dengan skor dan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya dalam menentukan
letak ibukota (syarat fisik) digunakan 2 jenis analisis, yaitu analisis Indeks Sentralitas Marshall (ISM) untuk
menentukan hierarki wilayah terhadap kelengkapan fasilitas di kabupaten/kota, dan analisis gravitasi wilayah
untuk memprediksi pola migrasi, aliran perdagangan, dan interaksi sosial ekonomi antara kota-kota atau wilayah-
wilayah sekitarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan wilayah Soloraya menunjukkan kapasitas yang sangat mampu untuk menjadi
Daerah Otonomi Baru dengan total skor 468 dari 12 faktor dan 32 indikator dalam pemenuhan persyaratan teknis.
Analisis penentuan ibukota menunjukkan kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang lebih besar sebagai calon
ibukota dibandingkan dengan Kota Surakarta. Hal ini didasarkan pada kekuatan interaksi yang tinggi, fasilitas
yang lengkap, dan kepadatan penduduk yang lebih rendah, yang memungkinkan ruang lebih besar untuk
pembangunan dan pengembangan wilayah.
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ABSTRACT

The issue of forming a New Autonomous Region (DOB) in the area of Surakarta city and its surroundings into the
Soloraya Province/Special Region of Surakarta emerged in 2019 and resurfaced in 2022. In realizing equitable
development and services, the formation of a New Autonomous Region (DOB) is considered one of the solutions
because the services provided tend to be more equitable and in accordance with the needs of the community.
Decentralization, in the form of delegation of authority from the central government to local governments, is
considered to have a positive social and economic impact on the welfare of the community in most regions, both
the parent region and the new region, such as reduced poverty rates, increased per capita expenditure, and higher
Human Development Index (HDI) growth compared to all regions nationally.

The research method used in this study is a descriptive quantitative analysis method in accordance with the
requirements contained in Government Regulation No. 78 of 2007, which includes administrative requirements,
technical requirements, and physical requirements. Capacity Analysis (technical requirements) is the basis for
determining the ability of a region to form a new autonomous region, which includes 11 factors and 32 indicators
assessed with predetermined scores and weights. Furthermore, in determining the location of the capital (physical
requirements), two types of analysis are used: the Marshall Centrality Index (ISM) analysis to determine the
hierarchy of regions based on the completeness of facilities in districts/cities, and regional gravity analysis to
predict migration patterns, trade flows, and socio-economic interactions between cities or surrounding regions.

The results of this study indicate that the Soloraya region shows a very capable capacity to become a New
Autonomous Region with a total score of 468 from 12 factors and 32 indicators in meeting the technical
requirements. The capital determination analysis shows that Sukoharjo Regency has greater potential as a
candidate for the capital compared to Surakarta City. This is based on high interaction strength, complete
facilities, and lower population density, which allows for greater space for regional development and expansion.
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